LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 211 TAHUN : 1990 SERI : D NO. 210

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 8 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah me-
rupakan faktor yang sangat penting dalam rang-
ka menentukan kebijaksanaan Pembangunan di
Daerah Bali ; .

b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ba-
dan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali tanggal 10 Januari 1985 Nomor 2 Tahun
1985 ;

c. bahwa sesuai dengan pasal 107 ayat (1), Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Agustus
1980 Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman
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Mengingat
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Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II di-
tetapkan dengan Peraturan Daerah ;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut hu-
ruf b dan ¢ maka dipandang perlu menetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali
dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No-
mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037) ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerabh ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362
Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah
Daerah dan Wilayabh ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185
Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organi-
sasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah Tingkat I dan Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Bali.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 BALI TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BA-
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de-
ngan :
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali ;

¢. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Bali ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali ;

e. BAPPEDA Tingkat I adalah Badan Perencana-
an Pembangunan Daerah Tingkat I Bali ;

f. Ketua adalah Ketua Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah Tingkat I Bali ;

g. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali.

BAB 11
PEMBENTUKAN BAPPEDA TINGKAT I

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bappeda
Tingkat I Bali.
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(1)

2.

(3).

(.

2).

BAB III -
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

. BAPPEDA Tingkat I adalah Badan staf yang
langsung berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAPPEDA Tingkat I dipimpin oleh seorang Ke-
tua.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu
oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung
jawab kepada Ketua.

Pasal 4

BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas mem-
bantu Gubernur Kepala Daerah dalam me-
nentukan kebijaksanaan di bidang perencana-
an pembangunan di Daerah serta penilaian atas
pelaksanaannya ;

BAPPEDA Tingkat I berkewajiban mengusaha-
kan keterpaduan antara rencana Nasional dan
Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pa-

sal

a.

4, BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi :

Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah
yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan
Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELI-
TA Daerah ;

Menyusun REPELITA Daerah ;

Menyusun program-program tahunan sebagai
pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada hu-
ruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah
sendiri ataupun yang diusulkan kepada Peme-



rintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam pro-
gram tahunan nasional ;

Melakukan koordinasi perencanaan di antara
Dinas-Dinas, satuan organisasi lain dalam ling-
kungan Pemerintah Daerah, Instansi-Intansi
Vertikal, Daerah-Daerah Tingkat II dan Badan-
Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah
yang bersangkutan;

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah bersama-sama dengan Biro Ke-
uangan, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/
Daerah Tingkat I Bali ;

Melaksanakan Koordinasi dan atau mengada-
kan penelitian untuk kepentingan perencanaan
pembangunan di Daerah ;

. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelak-

sanaan rencana pembangunan di daerah untuk
penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;

Memonitor pelaksanaan pembangunan di Dae-
rah ;

Melakukan kegiatan lain dalam rangka peren-
canaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Ke-
pala Daerah. :

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6
Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I terdiri
dari :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua ;
c. Sekretariat ;
d. Bidang Penelitian ;
e. Bidang Ekonomi ;
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f. Bidang Sosial Budaya ;
g. Bidang Fisik dan Prasarana ;
h. Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf ¢
terdiri dari :

a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;

b. Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi ;

c. Sub. Bagian Keuangan ;

d. Sub. Bagian Umum.

Pasal 8

Bidang Penelitian sebagaimana dimaksud pasal (6)
huruf d terdiri dari :

a. Seksi Ekonomi ;

b. Seksi Sosial Budaya ;

c. Seksi Fisik dan Prasarana.

Pasal 9

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pasal (6)
huruf e terdiri dari :

a. Seksi Pertanian ;

b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;

d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 10

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pasal

(6) huruf f terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerin-
tahan ;

b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;

c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;

d. Seksi Kependudukan.



Pasal 11

Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud
pasal (6) huruf g terdiri dari :

a. Seksi Pengairan ;

b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;

c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanabh ;

d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Bidang Statistik dan Laporan sebagaimana dlmak-
sud pasal (6) huruf h terdiri dari :

a. Seksi Pengumpulan Data ;

b. Seksi Analisa dan Penilaian ;

c. Seksi Pelaporan ;

d. Seksi Peragaan.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I
adalah sebagai termaktub dalam lampiran Peratur-
an Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama

Ketua
Pasal 14

Ketua mempunyai tugas :

(1) Membantu Gubernur Kepala Daerah di bidang
tugasnya ;

(2) Memimpin dan mengkoordinasikan Kegiatan
BAPPEDA Tingkat 1.
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(3) Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan
Instansi lainnya untuk memperlancar pelaksa-
naan tugasnya.

Bagian Kedua
Wakil Ketua

Pasal 15

Wakil Ketua mempunyai tugas :

(1) Mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA Ting-
kat I apabila Ketua berhalangan.

(2) Memimpin kegiatan intern BAPPEDA Tingkat I
sehari-hari.

(3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Ketua.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 16
Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mem-
punyai fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA
TingkatI ; .
b. Melakukan urusan dokumentasi dan informasi
pembangunan ;
¢. Melakukan urusan keuangan ;
d. Melakukan urusan umum.

Pasal 17

(1). Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
mempunyai tugas :

a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;

b. mempersiapkan penyusunan rencana kegiat-
an tahunan ;



(2).

3.

mengikuti pelaksanaan kegiatan tahunan
dan melaksanakan evaluasi atas pelaksana-
an kegiatan tahunan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Sekretaris ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi mem-
punyai tugas :

a.
b.

membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;

melakukan dokumentasi terhadap Rencana
Pembangunan Daerah ;

memberikan informasi tentang Rencana
Pembangunan Daerah ;

melakukan perpustakaan ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-

kan oleh Sekretaris.

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a.
b.

membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;

menyusun anggaran rutin BAPPEDA Ting-
kat1;

melaksanakan urusan/pengelolaan di bidang
keuangan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Sekretaris ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

(4). Sub. Bagian Umum mempunyai tugas :

a.
b.

membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;

melaksanakan urusan surat menyurat dan
tata kearsipan ;
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(5).

c. melaksanakan urusan kepegawaian, urusan
rumah tangga, kebersihan lingkungan, ke-
tentraman dan ketertiban ;

d. melaksanakan urusan perjalanan dinas dan
perlengkapan ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Sekretaris ;

f. membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gasnya.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh se-
orang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Sekre-
taris.

Bagian Keempat
Bidang Penelitian

Pasal 18

Bidang Penelitian mempunyai tugas :

(D).

(2).

(3).

(D.

melaksanakan dan koordinasikan kegiatan pe-
nelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta
fisik prasarana dalam rangka perencanaan
pembangunan Daerah ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/
Wakil Ketua ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-
tugasnya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal
18 di atas, Bidang Penelitian mempunyai fung-
si

a. menyiapan bahan untuk perumusan kebi-

jaksanaan kegiatan penelitian untuk Pem-
bangunan di Daerah.;



(2).

(D).

(2).

melakukan dan atau mengkoordinasikan
penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya
dan fisik prasarana ;

mengadakan kerja sama penelitian dengan
lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 20

Seksi Ekonomi mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Penelitian di bi-
dang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data pene-
litian di bidang ekonomi ;

mempersiapkan bahan perumusan kebijak-
sanaan kegiatan penelitian di bidang eko-
nomi untuk perencanaan pembangunan di
Daerah ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Penelitian ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi sosial Budaya mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Penelitian di bi-
dang tugasnya;

mengumpulkan dan menyusun data peneliti-
an di bidang Sosial Budaya ;

mempersiapkan bahan perumusan kebijak-
sanaan kegiatan penelitian di bidang sosial
budaya untuk Perencanaan Pembangunan
di Daerah ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Penelitian ;
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(3.

().

e. membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bidang Penelitian di bi-
dang tugasnya ;

b. mengumpulkan dan menyusun data pene-
litian di bidang fisik dan prasarana ; :

¢. mempersiapkan bahan perumusan kebi-
sanaan kegiatan penelitian di bidang fisik
dan prasarana untuk Perencanaan Pemba-
ngunan di Daerah ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Penelitian ;

e. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas-
nya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepada Kepala Bi-
dang Penelitian.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

Pasal 21

Bidang Ekonomi mempunyai tugas :

(1.

(2.

(3).

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan-
kegiatan perencanaan pembangunan pertani-
an, industri, pertambangan dan energi, perda-
gangan dan koperasi serta pengembangan du-
nia usaha ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/
Wakil Ketua ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-
tugasnya.



Pasal 22

(1). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pa-
sal 21 di atas, Bidang Ekonomi mempunyai
fungsi :

a. melakukan kegiatan perencanaan pemba-
ngunan pertanian, industri, pertambangan
dan energi, perdagangan dan koperasi serta
pengembangan dunia usaha ;

b. mengkoordinasikan dan memadukan renca-
na pembangunan pertanian, industri, per-
tambangan dan energi, perdagangan dan
koperasi serta pengembangan dunia usaha
yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Sa-
tuan Organisasi lain dalam lingkungan Pe-
merintah Daerah, Instansi-Instansi Verti-
kal, Daerah Tingkat II dan Badan-Badan
lain yang berada dalam Wilayah Daerah
Tingkat I Bali ;

c. melakukan inventarisasi permasalahan di
bidang ekonomi serta merumuskan langkah-
langkah kebuaksanaan pemecahannya ;

d. melakukan dan atau mengkoordinasikan
penyusunan program tahunan di bidang
ekonomi yang meliputi pertanian, industri,
pertambangan dan energi, perdagangan dan
koperasi serta pengembangan dunia usaha
dalam rangka pelaksanaan REPELITA Dae-
rah atau proyek-proyek yang diusulkan ke-
pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan
ke dalam program tahunan nasional.

(2). Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 23

(1). Seksi Pertanian mempunyai tugas :
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(2).

(3).

. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bi-

dang tugasnya ;

. mengumpulkan dan menyusun data perta-

nian tanaman pangan, peternakan, perikan-
an, perkebunan, dan kehutanan ;

mempersiapkan bahan penyusunan renca-
na dan program pembangunan pertanian
tanaman pangan, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mem-
punyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Ekonomi di bi-
dang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data indus-
tri, pertambangan dan energi ;

mempersiapkan bahan Penyusunan Renca-
nadan Program pembangunan industri serta-
pertambangan dan energi ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai
tugas : '

a.

b.

membantu Kepala Bidang Ekonomi di bi-
dang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data perda-
gangan dan koperasi ;

mempersiapkan bahan penyusunan Renca-
na dan Program Pembangunan perdagang-



4.

(5).

an dan perkoperasian ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai
tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Ekonomi di bi-
dang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data pengem-
bangan dunia usaha, pembinaan golongan
ekonomi lemah dan penanaman modal ;

mempersiapkan bahan Penyusunan Renca-
na dan Program Pembangunan untuk pem-
bangunan Dunia Usaha, pembinaan golong-
an ekonomi lemah dan penanaman modal ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Ke-
pala Seksi yang berada di bawah dan bertang-
gung jawab langsung kepada Kepala Bidang
Ekonomi.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 24

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

(1). melakukan dan koordinasikan kegiatan-kegiat-
an perencanaan pembangunan di bidang pen-
didikan dan mental spiritual, pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, penerangan dan komuni-
kasi serta kependudukan ;
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(2). melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/
Wakil Ketua.

membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-
tugasnya.

(3.

(1.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pa-
sal 24 di atas, Bidang Sosial Budaya mempu-
nyai fungsi :

a.

melakukan kegiatan perencanaan pemba-
ngunan pendidikan, mental spiritual, peme-
rintahan, hukum, ketentraman dan keterti-
ban, kesejahteraan rakyat, penerangan dan
komunikasi serta kependudukan ;

mengkoordinasikan dan memadukan renca-
na pembangunan di bidang pendidikan,
mental spiritual, pemerintahan, hukum,
ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan
rakyat, penerangan dan komunikasi serta
kependudukan yang disusun oleh Dinas-
Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam
lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-
Instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan
Badan-Badan lain yang berada dalam Wila-
yah Daerah Tingkat I Bali ;

melakukan inventarisasi permasalahan di
bidang sosial budaya serta merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan pemecah-
annya ;

melakukan dan atau mengkoordinasikan
penyusunan program tahunan di bidang so-
sial budaya yang meliputi Pendidikan, men-
tal spiritual, Pemerintahan, hukum, keten-
traman dan ketertiban, kesejahteraan rak-
yat, penerangan dan komunikasi serta ke-
pendudukan dalam rangka pelaksanaan
REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang



diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukkan ke dalam program tahunan na-
sional.

(2). Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepada Ketua.

(.

(2).

N

Pasal 26

Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Peme-
rintahan mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di
bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data pendi-
dikan, generasi muda, kebudayaan, agama,
hukum, ketentraman dan ketertiban dan
pemerintahan ;

mempersiapkan bahan penyusunan renca-
na dan program Pembangunan pendidikan,
generasi muda, kebudayaan, agama, hukum,
ketentraman dan ketertiban, dan pemerin-
tahan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di
bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data kese-
hatan, sosial, perumahan ;

mempersiapkan bahan penyusunan Renca-
na dan Program Pembangunan kesehatan,
sosial, perumahan rakyat, peranan wanita
dan keluarga berencana ;
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(3).

(4).

(5).

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai
tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di
bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data pene-
rangan, pers, dan komunikasi sosial ;

mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pembangunan, penerangan,
pers dan komunikasi Sosial ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gasnya.

Seksi Kependudukan mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di
bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data ketena-
gakerjaan, transmigrasi dan kependudukan ;

mempersiapkan bahan Penyusunan Renca-
na dan Program Pembangunan ketenaga-
kerjaan, transmigrasi dan kependudukan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepada Kepala Bi-
dang Sosial Budaya.



Bagian Ketujuh
Bidang Fisik dan Prasarana

- Pasal 27

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas :

(1.

(2.

3).

(1.

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan pengairan, perhu-
bungan dan pariwisata, tata ruang dan tata
guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan
hidup ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/
Wakil Ketua ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-
tugasnya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pa-
da pasal 27 di atas, Bidang Fisik dan Prasarana
mempunyai fungsi :

a. melakukan kegiatan perencanaan pemba-
ngunan pengairan, perhubungan dan pari-
wisata, tata ruang dan tata guna tanah, ser-
ta sumber alam dan lingkungan hidup ;

b. mengkoordinasikan dan memadukan ren-
cana pembangunan pengairan, perhubungan
dan pariwisata, tata ruang dan tata guna
tanah serta sumber alam dan lingkungan
hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Dae-
rah, Satuan Organisasi lain dalam lingkung-
an Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi
Vertikal, Daerah-Daerah Tingkat II dan
Badan-Badan lain yang berada dalam Wi-
layah Daerah Tingkat I Bali ;

c¢. melakukan inventarisasi permasalahan di
bidang fisik dan prasarana serta merumus-
kan langkah-langkah kebijaksanaan peme-
cahannya ;
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d.

melakukan dan atau mengkoordinasikan
penyusunan program tahunan di bidang
fisik dan prasarana yang meliputi pengair-
an, perhubungan dan pariwisata, tata ruang
dan tata guna tanah serta sumber alam dan
lingkungan hidup dalam rangka pelaksana-
an REPELITA Daerah atau proyek-proyek
yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat
untuk dimasukkan ke dalam program ta-
hunan nasional.

(2). Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh se-
orang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(D).

2).

Pasal 29

Seksi Pengairan, mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Fisik dan Pra-
sarana di bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data pengair-
an;

mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pembangunan pengairan ;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-

kan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasa-
rana ; '

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai
tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Fisik dan Pra-
sarana di bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data prasa-
rana jalan, perhubungan darat, laut, uda-
ra, pos, telekomunikasi serta pariwisata ;



(3.

(4).

mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pembangunan prasarana ja-
lan, perhubungan darat, laut, udara, pos
dan telekomunikasi serta pariwisata ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasa-
rana;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mem-
punyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Fisik dan Pra-
sarana di bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data tata
ruang dan tata guna tanah ;

mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pengaturan tata ruang dan
tata guna tanabh ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasa-
rana ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya ;

Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasa-
rana di bidang tugasnya ;

mengumpulkan dan menyusun data sumber
alam dan lingkungan hidup ;

mempersiapkan bahan penyusunan rencana
dan program pemanfaatan sumber alam
dan pemeliharaan lingkungan hidup yang
serasi ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
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kan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasa-
rana ;

e. membuat laporan tentang pelakéanaan tu-
gas-tugasnya.

(5). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepada Kepala B1-
dang Fisik dan Prasarana.

Bagian Kedelapan
Bidang Statistik dan Laporan

Pasal 30
Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas :

(1). melaksanakan kegiatan pengumpulan data,
analisa, penilaian dan pelaporan hasil pelak-
sanaan pembangunan di Daerah ;

(2). melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/
Wakil Ketua ;

(3). membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-
tugasnya.

Pasal 31

(1). Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pa-
da pasal 30 di atas, Bidang Statistik dan La-
poran mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan dan menyusun data hasil
pelaksanaan program/proyek pembangunan
di Daerah ;

b. melakukan analisa dan penilaian bahan dan
laporan termasuk laporan berbagai instansi
mengenai pelaksanaan program/proyek
pembangunan di Daerah ;

c. menyusun laporan pelaksanaan pemba-
ngunan di Daerah, dan menyusun laporan



(2).

(D.

2.

(3).

Gubernur Kepala Daerah mengenai pelak-
sanaan pembangunan di Daerah ;

d. mengolah bahan serta menyusun statistik
dari pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Bidang Statistik dan Laporan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Ke-
tua.

Pasal 32

Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Bidang Statistik dan La-
poran di bidang tugasnya ;

b. mengumpulkan dan menyusun data menge-
nai pelaksanaan pembangunan di Daerah ;

c¢. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Statistik dan Lapor-
an;

d. membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.
Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bidang Statistik dan La-
poran di bidang tugasnya ;

b. melakukan analisa dan penilaian atas ba-
han-bahan dan laporan pelaksanaan pem-
bangunan di Daerabh ;

c¢. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Statistik dan La-
poran ;

d. membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bidang Statistik dan La-
poran di bidang tugasnya ;
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(4).

(5).

menyusun laporan hasil pelaksanaan pem-
bangunan di Daerah dalam rangka memo-
nitor dan mempersiapkan laporan Gubernur
Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pem-
bangunan di Daerah ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Statistik dan la-
poran ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Seksi Peragaan mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bidang Statistik dan la-
poran di bidang tugasnya ;

menyusun dan memelihara stastistik hasil
pelaksanaan program/proyek pembangunan
di Daerah serta mempersiapkan peragaan-
nya ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan oleh Kepala Bidang Statistik dan lapor-
an ;

membuat laporan tentang pelaksanaan tu-
gas-tugasnya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepada Kepala Bi-
dang Statistik dan laporan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 33 -

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ke-
tua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala
Sub Bagian, Para Kepala Seksi pada Bappeda Ting-
kat I wajib menerapkan prinsip koordinasi, inte-
grasi dan sinkronisasi.

-



(D.

(2).

(3).

(1.

(2).

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam ling-
kungan BAPPEDA Tingkat I bertanggung ja-
wab memimpin dan mengkoordinasikan bawah-
annya masing-masing dan memberikan bim-
bingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksana-
an tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib me-
matuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepa-
da atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam mempersiapkan rencana program pem-
bangunan di Daerah BAPPEDA Tingkat I wajib
senantiasa melaksanakan dan memelihara
Hubungan Kerja secara Konsultatif dengan Ins-
tansi-Instansi Tingkat Pusat dan Hubungan kerja
sama secara Koordinatif dengan Instansi-Ins-
tansi Daerah.

BAPPEDA Tingkat I bersama-sama dengan Ins-
tansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan
mengembangkan rencana Pembangunan di
Daerah secara terpadu.

Pasal 36

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di
Daerah BAPPEDA Tingkat I wajib mengusahakan
keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah,
serta rencana antar daerah.

247



248

(1).

(2).

(.

(2.

(1).

2.

Pasal 37

Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat I de-
ngan Badan Perencanaan Pembangunan Na-
sional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fung-
sional.

Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat I
dengan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat II bersifat Konsultatif fung-
sional.

Pasal 38

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA
Tingkat I menyusun dan mengkoordinasikan
rencana, anggaran program pembangunan dae-
rah yang bersangkutan, serta mempersiapkan
rencana plafond anggaran masing-masing pro-
gram.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah tahun yang bersangkut-
an secara keseluruhan dikoordinasikan oleh
Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB VII
KEPEGAWATAN

Pasal 39

Ketua BAPPEDA Tingkat I diangkat oleh Gu-
bernur Kepala Daerah setelah berkonsultasi
dengan Menteri Dalam Negeri.

Wakil Ketua Sekretaris, para Kepala Bldang
dan Pejabat-Pejabat/Pegawai lainnya pada
BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhenti-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul
Ketua.



Pasal 40

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta Susunan
Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Per-
aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB vIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

(1). Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksana-
an tugas BAPPEDA Tingkat I dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat I Bali.

(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut
pada ayat (1) pasal ini, kepada BAPPEDA Ting-
kat I dapat diberikan Bantuan Sesuai Peraturan
Perudang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Ke-
pala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ma-
ka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Januari
1985 Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat I Bali.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. Agar setiap orang dapat me-
ngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
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dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-

kat I Bali.
Ditetapkandi : Denpasar.
Pada tanggal : 26 April 1989.
KETUA DEWAN PERWAKILAN GUBERNUR KEPALA
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I BALI, BALI,
ttd. ttd.
I GUSTI PUTU RAKA, SH. 0 K A,

NIP. 130222536.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan '
Nomor : 38 Tahun 1990 tanggal : 7 Mei 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 211 tanggal : 26 Oktober 1990
Seri : D Nomor : 210.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP. 010049857
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PENJELASA
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

L

IL

252

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

UMUM:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali, dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Da-
erah Tingkat I Bali, tanggal 10 Januari 1985 Nomor 2 Tahun 1985
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Badan ini dibentuk karena dirasakan urgensinya dalam menyusun
rencana Pembangunan yang terkoordinasi, sinkron dan terpadu
untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan dalam
usaha peningkatan keserasian, keselarasan serta keterpaduan
antara Rencana Pembangunan Daerah dan Sektoral maka di-
keluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 sebagai
penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Agus-
tus 1980 Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I
dan Badan Perencanaan Daerah Tingakt II, dalam pasal 107 Ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup Jelas



AL

Cukup Jelas

Pasal 3 s/d Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5, huruf i

- Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan lain dalam rang-
ka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah
adalah melaksanakan kegiatan bidang-bidang lain-lainnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6 s/d Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10 s/d Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30 s/d Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41 s/d Pasal 43
Cukup Jelas
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